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PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2010/PA Mrs.
Bl SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili
perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang
diajukan oleh
Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa
---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut
sebagai pemohon.
melawan
Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
VP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa
---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut
sebagai termohon.
Pengadilan Agama tersebut.
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksi.
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat
permohonan cerai talak yang terdafatar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Maros tanggal 1 Juni 2010 dibawah
register perkara Nomor 152/Pdt.G/2010/PA Mrs. dengan

mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut
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- Bahwa pemohon adalah suami termohon  yang
menikah pada hari Kamis, tanggal 8 April 1999,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/1V/1999
tanggal 19 April 1999, vyang diterbitkan oleh
Pegawai  Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun
sebagai suami istri selama kurang lebih 10
tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-
masing bernama
- ---, umur 10 tahun.

- ---, umur 6 tahun.
Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.

- Bahwa sejak pernikahan pemohon dan termohon
mulai  terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena

— Termohon pencemburu.

— Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal
dengan orang tua termohon.

— Termohon Ilebih mendengar nasehat orang tua
termohon dari pada pemohon bahkan pemohon
dan termohon telah pindah rumah di ---,
tetapi kurang lebih satu bulan bersama, ibu
kandung termohon datang menjemput termohon
kembali ke rumahnya.

- Bahwa pemohon sudah berulangkali —meminta agar
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termohon mengubah sikap dan prilakunya, akan
tetapi tidak ditanggapi baik, bahkan semakin
hari semakin menjadi- jadi yang mengakibatkan
pemohon hidup menderita.

- Bahwa pada bulan Januari 2010 terjadi lagi
perselisihan dan pertengkaran, setelah itu
termohon pergi meninggalkan pemohon, sejak itu
pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal
dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa pemohon sudah tidak dapat menyelamatkan
rumah tangga yang telah dibina bersama dengan
termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik
satu- satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan- alasan pemohon  sudah
berdasar hukum, maka  pemohon mohon  kepada Ketua
Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer

— Mengabulkan permohonan pemohon.

- Mengizinkan pemohon, untuk berikrar
menjatuhkan talak satu terhadap termohon, ---,
setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang
berlaku.

Subsider
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— Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang ditentukan
pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan,
namun pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 pemohon
menyatakan mencabut surat permohonan cerainya tertanggal
1 Juni 2010 dengan nomor register 152/Pdt.G/2010/PA Mrs.
karena rukun kembali dengan termohon.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara
persidangan ini harus dianggap telah termasuk  dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan
ini.

TENTANG HUKUVINYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa  pemohon  di muka persidangan
menyatakan mencabut surat permohonannya tertanggal 1 Juni
2010 dengan nomor register 152/Pdt.G/2010/PA Mrs. karena
pemohon rukun kembali dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,
maka majelis berpendapat bahwa perkara nomor
152/Pdt.G/2010/PA  Mrs tidak perlu dilanjutkan lagi
pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah
perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vyang diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang- Undang Nomor 7  Tahun 1989, biaya perkara
dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan
peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan pemohon
dicabut.

— Mamerintahkan panitera untuk
mencor et perkara nomor
152/Pdt.G/2010/PA Mrs dalam

register perkara gugatan.

- Menghukum pemohon untuk membayar
biaya perkara vyang hingga Kkini
diperhitungkan sejumlah Rp
441.000, - (empat ratus empat
puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu,
tanggal 28 Juli 2010 M/ 16 Syaban 1431 H, oleh Drs.
Salahuddin, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Drs.
Baharuddin, S.H., MH. dan Ridwan, S.H. masing- masing
sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. Burhanuddin
panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon dan

termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan MahkamahsAgung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. Baharuddin, S.H., MMH. Drs. Salahuddin,
SH., MH.
ttd
Ridwan, S.H. Panitera
Pengganti ,
ttd

Drs. Burhanuddin

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,-

2. Biaya ATK Rp  50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp 350.000,-

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

5. Meterai Rp 6.000, -
Jumlah Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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